
 

WALIKOTA PASURUAN 

 

 
PERATURAN WALIKOTA 

NOMOR 10 TAHUN  2012 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  

NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG  PETUNJUK PELAKSANAAN 

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK 

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Menimbang   :  a. bahwa  guna menyesuaikan proporsi insentif 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

dengan terbentuknya kelembagaan baru, maka 

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2011 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan 

Reribusi Daerah perlu diubah;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 39 Tahun 2011 tentang  Petunjuk 

Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

      
Mengingat       :      1.   Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor  75  Tahun 2003, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor  47  Tahun 2003, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4287);  

 



 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5049); 

9.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3241); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor  

5161); 
13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011; 
14.  Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 

2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 
2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, 

Nomor 08); 

15.  Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2011 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 32). 

  



 

 MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :     PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 

PASURUAN NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN 

PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK 
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

    

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan 
Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberian dan Pemanfaatana Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  (Berita Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2011, Nomor 32) diubah sebagai  

berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 2 
 

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan 

Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas 
kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan 

dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta 

karakteristik dan kondisi obyektif daerah. 

 
2. Ketentuan Pasal 3 Ayat (3) dihapus sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3 
 

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana 

Pemungut Pajak dan Retribusi. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

secara proporsional dibayarkan kepada: 

a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana 
Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan 

tanggung jawab masing-masing; 

b. Walikota dan Wakil Walikota selaku 

penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah 

dan Sekretaris Daerah selaku koordinator 
pengelolaan keuangan daerah; 

c. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana 

Pemungut Pajak dan Retribusi. 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 7 
 

(1)  Proporsi Insentif sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat (2), apabila diberikan kepada pihak 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka 

besaran Insentif  dinilai  100% diberikan kepada: 

a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana 

Pemungut Pajak dan Retribusi sebesar 70% 
(tujuh puluh perseratus); 

 



 

b. Walikota dan Wakil Walikota selaku 

penanggungjawab pengelolaan keuangan 

daerah serta Sekretaris Daerah selaku  
koordinator pengelolaan keuangan daerah 

sebesar 30% (tiga puluh perseratus). 

(2)  Proporsi Insentif sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 ayat (2), apabila diberikan kepada pihak 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, 

maka besaran insentif  dinilai  100% diberikan 

kepada: 

a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana 

Pemungut Pajak dan Retribusi sebesar   67,5% 
(enam puluh tujuh koma lima perseratus); 

b. Walikota dan Wakil Walikota selaku 

penanggung jawab pengelolaan keuangan 

daerah serta Sekretaris Daerah selaku  

koordinator pengelolaan keuangan daerah 
sebesar  27,5% (dua puluh tujuh koma lima 

perseratus); 

c. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana 

pemungut Pajak dan Retribusi sebesar 5% 
(lima perseratus). 

   

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita  Daerah Kota Pasuruan. 

 

 

Ditetapkan di :   Pasuruan  

pada tanggal :   18 Januari 2012       
 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

ttd, 
 

H A S A N I 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Diundangkan di : Pasuruan 

pada tanggal : 18 Januari 2012                 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN 

 

 

Ttd, 
 

                    BAHRUL ULUM 

 

 

  
 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 
NOMOR 10 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 


